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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
kemudahan dan kelancaran kepada praktikan dalam menyusun laporan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Sehingga praktikan dapat
melaksanakan serta menyelesaikan Laporan PKL pada BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun.

Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian
persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program
studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan
mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga
praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan
mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas nikmat, hidayah dan petunjuk yang telah diberikan
kepada saya selaku praktikan;

2. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, serta
dukungan moril maupun materil;

3. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarata (UNJ) yang telah
banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama
praktikan duduk dibangku perkuliahan;

4. Seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Rawamangun yang telah membantu praktikan pada pelaksanaan

PKL;



5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan laporan

PKL.

Praktikan menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki
dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat praktikan harapkan demi terciptanya perbaikan di
masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan
hal yang positif.

Jakarta, April 2018

Praktikan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja

Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 125,44 juta orang dari 189,10 juta
penduduk Indonesia di usia kerja. Angka ini naik sekitar 0.58 poin
dibandingkan dengan Agustus 2015 sebanyak 122,38 juta orang. Menteri
Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menjelaskan, perubahan dunia terjadi
begitu cepat, terutama karena perkembangan teknologi. Hal itu berdampak
pada perubahan karakter pekerjaan juga. Oleh karena itu, perlu diadakan
penyesuaian antara kompetensi pekerja dengan permintaan tenaga kerja.!
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini,
membuat praktikan untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-
perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut.
Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak
pula persaingan sumber daya manusia yang kompeten.

Untuk bisa bersaing di dalam dunia kerja khususnya di zaman
modern ini, tentunya kita harus mempuyai nilai jual lebih dari para pesaing
lainya agar dapat berkompetisi didalam dunia kerja. Praktik kerja lapangan
ini merupakan salah satu cara agar kita dapat menambah kemampaun dan

pengalaman di dunia kerja yang sebenarnya. Pemberian keterampilan

! www.beritasatu.com/industry-perdagangan/404514-keterlibatan-pengusaha-perkuat-mutu-
pelatihan-kerja.html



PKL, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan
wawasan serta pengalaman kerja nyata yang diharapkan ketika lulus dapat
memberikan bekal bersaing di dunia kerja yang sesungguhnya.
Keterampilan PKL juga ditujukan kepada mahasiswa untuk dapat
menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, intelektual, serta
mempuyai keterampilan sesuai dengan keahlian bidangnya dan pada
akhirnya mampu menjawab tantangan persainagan di dunia pekerjaan.

Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya
memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa
keterampilan dalam praktik. PKL memberikan pengalaman kepada
mahasiswa tentang lingkungan kerja yang sesungghnya. Dengan adanya
PKL mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dari
perkuliahan dan diterapkan dalam kegiatan PKL.

Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih
berorganisasi, lebih aktif, tanggap terhadap permasalahan serta mampu
berkomunikasi dengan baik antar karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat
untuk menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin, kemampuan dan
tanggung jawab.

PKL ini dilaksanakan praktikan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor
Cabang Rawamangun Jakarta Timur. Kegiatan PKL ini dilaksanakan
dalam rangka Seminar PKL dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir

penyusunan Karya Ilmiah sebagai salah satu persyaratan dalam



menyelesaikan pendidikan Diploma Il Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta.

. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Maksud dari PKL ini adalah:

1.

Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan
Program D I1lIl Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta;

Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa
mengenai dunia kerja secara nyata,;

Melatih mahasiswa dalam disiplin terhadap waktu, serta integritas
yang harus dimiliki oleh mahasiswa;

Melatih mahasiswa untuk cepat mengambil keputusan yang tepat
dalam setiap situasi kerja;

Memberikan mahasiswa pengetahuan bagaimana menjadi perkerja

yang baik.

Tujuan dari PKL ini adalah :

1.

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama
duduk dibangku perkuliahan tidak hanya sebatas mengetahui teorinya
saja tetapi dapat mempraktikan secara langsung;

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan
sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif dan memiliki inisiatif

yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan;



3. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, dan jujur, serta
mampu bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa, dan
negara;

4. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja nyata yang
sesungguhnya dimulai  dari  berinteraksi, bersosialisasi, dan
menyesuaikan diri dengan dunia kerja;

5. Menambah pengalaman dan wawasan praktikan khusunya dapat

merasakan pengalaman baru didunia pekerjaan.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan,
mahasiswa, dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara
lain:

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun
a. Mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu
pekerjaan operasional sehari-hari karyawan serta membantu
merekap hasil kerja karyawan;
b. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak;
c. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan sehat antara Fakultas
Ekonomi Universitas Negri Jakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan

Kantor Cabang Rawamangun.



2. Bagi Mahasiswa (Praktikan)

a. Dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah melalui
kegiatan praktik kerja lapangan.

b. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam
berkerja.

c. Menambah wawasan di dalam dunia pekerjaan, khususnya di
bidang akuntansi yang terdapat pada sistem pembayaran jaminan.

d. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman kepada
mahasiswa agar siap terjun langsung di lingkungan kerja.

e. Meningkatkan keterampilan dan kreatitivitas Praktikan.

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang
terkait;

b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan
perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan
dunia usaha;

c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-

tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan / lembaga.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktikan melaksanakan PKL pada BPJS Ketenagakerjaan

Rawamangun. Praktikan ditempatkan pada bagian Pelayan divisi Penata



Madya JHT dan JP. Instansi ini dipilih karena praktikum ingin lebih
mengetahui Jaminan sosial apa saja yang diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja yang telah terdaftar di BPJS, dan
ingin mengatahui Sistem Informasi Akuntansi yang terdapat di BPJS.

a. Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan

PKL:

Nama Perusahaan : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Rawamangun

Alamat - JI Pemuda Kav. 10 no 90 Jakarta Timur,
Jakarta 13220

Telepon : 021-47868141

Faxmile : 021-47867071

Website : www.bpjsketenagakerjaan.go.id

E. JadwalWaktu Praktik Kerja Lapangan
Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 10

Juli 2017 sampai dengan 8 September 2017, bertempat di BPJS
Ketenagakerjaan Rawamangun Kantor Cabang Jakarta Timur.
Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL :
1. Tahap Persiapan
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan
Keuangan (BAAK) vyang ditujukan ke BPJS Ketenagakerjaan

Rawamangun . Setelah surat permohonan dibuat, kemudian praktikan


http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

langsung memberikan surat permohonan PKL ke BPJS
Ketenagakerjaan Rawamangun pada bulan bulan Juni, hingga akhirnya
Praktikan mendapatkan izin untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan
pada tanggal 10 Juli 2017.
. Tahap Pelaksanaan
Praktikan melaksanakan PKL di BPJS Ketenagakerjaan Kantor

Cabang Rawamangun dimulai pada tanggal 10 Juli 2017 sampai
dengan 8 September 2017 yang dilaksanakan setiap hari kerja, pada
hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan
pukul 16.00 WIB dan istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan
pukul 13.00. Pada Hari Jumat dimulai pukul 08.00 WIB sampai
dengan pukul 16.00 WIB dan jam istirahat dimulai pukul 11.30 WIB
sampai pukul 13.30 WIB.
. Tahap Pelaporan

Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata
kuliah PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma
I11 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan
mempersiapkan laporan PKL di awal bulan September 2017 dan

selesai di bulan April 2018.



BAB |1
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Sejarah Umum BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu
tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan
sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan
keuangan negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya,
mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social
security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas
pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses
yang panjang, dimulai dari UU No0.33/1947 jo UU No0.2/1951 tentang
kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No0.48/1952 jo
PMP No0.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan
kesehatan buruh, PMP No0.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial
Buruh, PMP No0.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan
Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No0.14/1969 tentang Pokok-pokok
Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga

kerja semakin transparan.?

2www.academia.edu/20069297/MAKALAH_BPJS_KETENAGAKERJAAN


http://www.academia.edu/20069297/MAKALAH_BPJS_KETENAGAKERJAAN

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut
landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada
tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintanh (PP) No0.33 tahun 1977 tentang
pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang
mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP
No0.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ~ASTEK yaitu
Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP
No0.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan
perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja
dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus
penerimaan penghasilan keluarga sebagali pengganti sebagian atau
seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang
perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
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yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada
pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi
maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan
kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan
memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan
Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi
seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya
UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang,
tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum
publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tetap dipercaya
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang
meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1

Juli 2015.3

3 www.antaranews.com/berita/507211/empat-program-bpjs-ketenagakerjaan


http://www.antaranews.com/berita/507211/empat-program-bpjs-ketenagakerjaan
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Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini
pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang
langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program
BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja
dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi
peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat

Indonesia.

. Landasan Hukum
BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang

beroperasi berdasarkan:

1. UU RI NO. 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional,

2. UU RI NO. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial,

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013
tentang Tata Modal Awal untuk badan jaminan sosial tenaga kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013
tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Peyelenggara

Jaminan Sosial;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi
Kerja,Pekerja, Dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaan
Jaminan Sosial;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan
Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

C. Tujuan, Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan
1. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk  memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi
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tertentu dan penyelenggaraanya menggunakan mekanisme asuransi
sosial.*

2. Visi BPJS Ketenagakerjaan
Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa,
yang Amanah, Bertatakelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan
Pelayanan.

3. Misi BPJS Ketenagakerjaan
Melalui  Program Jaminan Sosial  Ketenagakerjaan, BPJS
Ketenagakerjaan berkomitment Untuk:
a) Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya;
b) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja;
c) Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian

nasional.

D. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana berfungsi menyelenggarakan
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian
(JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Pensiun

(JP).

E. Tugas BPJS Ketenagakerjaan

*www.bpjsketenagakerjaan.go.id/


http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
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Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS

bertugas untuk:

1.

2.

Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;

Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;

Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan
sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan

Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan

sosial kepada peserta dan masyarakat.

. Wewenang BPJS Ketenagakerjaan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamksud di atas

BPJS berwenang:

Menagih pembayaran luran;

Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehati-hatian;

Keamanan dana, dan hasil yang memadai;

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan
pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;

Jaminan sosial nasional;
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6. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah;

7. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

8. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja
yang tidak memenuhi kewajibannya;

9. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenubhi
kewajiban lain sesuai dengan;

10. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melakukan  kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
penyelenggaraan program jaminan sosial.

12. Kewenangan menagih pembayaran luran dalam arti meminta
pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau
kekurangan pembayaran;

13. Kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan
sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat

kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.

. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi, badan usaha, ataupun instansi
membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi berbentuk
suatu susunan dan saling berhubungan antara tiap bagian serta posisi yang

ada pada suatu organisasi atau kegiataan perusahaan dalam menjalankan
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kegiataan operasional untuk mencapai tujuan. Suatu Perusahaan
memerlukan struktur organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan
lebih efektif. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang
menunjukan seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan, hubungan antara
fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggungjawabnya. (Lampiran 4
halaman 45)

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menguraikan
susunan struktur organisasi perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor

Cabang Rawamangun Jakarta Timur yang terdiri dari :

1. Kepala Kantor Cabang
2. Kepala Bidang Pemasaran
3. Kepala Bidang Keuangan dan Tl
4. Kepala Bidang Umum dan SDM
5. Kepala Bidang Pemasaran Informal
6. Kepala Bidang Pelayanan
Berikut dibawah ini merupakan tugas dari setiap bagian pada struktur
organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun Jakarta
Timur:
1. Kepala Kantor Cabang
Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan
operasional di Kantor Cabang, selaras dengan kebijakan dan strategi

yang ditetapkan di Kantor Wilayah, guna memastikan pencapaian
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target Cabang dan wilayah secara optimal, sesuai dengan standar dan
ketentuan yang berlaku di perusahaan.
2. Kepala Bidang Pemasaran

Merencanakan  program pemasaran untuk pengembangan
kepesertaan dan pengelolaan kepesertaan formal melalui program
Customer Relationship Management (CRM) di cabang yang selaras
dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja
Relationship Officer (RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi
kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan formal dan iuran di
cabang tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam menjalankan
tugasnya Kepala Bidang Pemasaran di bantu oleh:
a. Marketing Officer (RO)
b. Relationship Officer (RO)
c. Penata Madya Administrasi Pemasaran (PMAP)

3. Kepala Bidang Keuangan dan Tl

Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan
pengelolaan keuangan dan teknologi informasi di Kantor Cabang, guna
memberikan dukungan pada aspek keuangan & TI bagi kegiatan
operasional yang efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya
Kepala Bidang Keuangan dan TI dibantu oleh:
a. Penata Madya Keuangan
b. Penata Madya Tl

4. Kepala Bidang Umum dan SDM
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Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber
daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan aset dan
pelayanan umum bagi pegawai (seperti rumah tangga, kebersihan,
keamanan, kearsipan, dsb), serta hubungan komunikasi dengan pihak
internal dan eksternal, guna memberikan dukungan pada aspek SDM
& Umum bagi kelancaran kegiatan bisnis di kantor cabang. Dalam
menjalankan tugasnya Kepala Bidang Umum dan SDM di bantu oleh:
a. Penata Madya SDM
b. Penata Madya Umum
Kepala Bidang Pemasaran Informal

Merencanakan program pemasaran informal dan program khusus
(untuk pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di
bidang jasa konstruksi dan sektor informal di cabang yang selaras
dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja
Relationship Officer(RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi
kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan serta iuran di bidang
jasa konstruksi dan sektor informal di cabang tercapai dengan efektif
dan efisien. Merencanakan dan mengkoordinasikan penerapan program
PKP, selaras dengan strategi di Kantor Wilayah, guna efektivitas dan
efisiensi program untuk mendukung kegiatan pemasaran. Dalam
menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pemasaran Informal di bantu
oleh:

a. Penata Madya Pemasaran Bukan Penerima Upah (BPU)
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6. Kepala Bidang Pelayanan

Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi
penyelenggaraan dan pelayanan program Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Pensiun (JP) guna memastikan Kkegiatan pelayanan
berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan.
Dalam menjalankan tugasnya Kabid pelayanan dibantu oleh :
a. Penata Madya Jaminan JHT dan JP
b. Penata Madya Jaminan JKK dan JKM

c. Customer Service Officer (CSO)

H. Kegiatan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Rawamangun

BPJS ketenagakerjaan rawamangun memberikan program jaminan
yang telah diatur berdasarkan undang-undang nomer 24 tahun 2011 pasal
6 ayat (2) tentang badan penyelenggara jaminan sosial antara lain:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko
yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.
Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan
yang diakibatkan oleh adanya resiko - resiko sosial seperti kematian
atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka
diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan

keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha
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sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran
jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai
kelompok jenis usaha. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan
kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami
kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali
dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. luran untuk
program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti
terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau
hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program
Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang
dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah
memenuhi persyaratan tertentu. luaran JHT ditanggung oleh
perusahaan sebesar 3,7% dan peserta menaggung sebesar 2%.
Kepersetaan program jaminan JHT diantaranya sebagai berikut:

a. Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara

e Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan

perseorangan

e Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan
b. Bukan Penerima Upah

e Pemberi Kerja

e Pekerja bukan penerima upah
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Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran
yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila
tenaga kerja:

a. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total
tetap.

b. Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5
tahun dengan masa tunggu 6 bulan.

c. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/ABRI.

Program Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena
kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya
meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman
maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran
Program Jaminan Kematian sebesar 0,3 %. luran JKM bagi peserta
bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 setiap bulan. Program ini
memberikan manfaat bagi keluarga tenaga kerja seperti:

a. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus
ribu rupiah);

b. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat
juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;

c. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
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d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang
meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki
masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.

4. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau
ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal
dunia. Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar
dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja
pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta
penerima upah yang terdiri dari Pekerja pada perusahaan dan Pekerja
pada orang perseorangan.

Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia
paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia
pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari
2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1
(satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai
Usia Pensiun 65 tahun. luran Program Jaminan Pensiun diantaranya
sebagai berikut :

a) luran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri

atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
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b) Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri
atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas
paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan
ditetapkan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS
Ketenagakerjaan ~ menyesuaikan ~ besaran  upah  dengan
menggunakan faktor perkalian sebesar 1 (satu) ditambah tingkat
pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.
Selanjutnya  BPJS  Ketenagakerjaan =~ menetapkan  serta
mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1
(satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk
domestik bruto.

c) Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.

d) Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya.

e) Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran

dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

Syarat dan Cara Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua jenis keanggotaan vyaitu
Peserta Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja dan peserta Tenaga Kerja
Bukan Penerima upah. Setiap jenis keanggotaan memiliki syarat dan cara

pendaftaran yang berbeda.
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1. Peserta Tenaga Kerja dalam Hubungan Kerja

Peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja adalah peserta yang

beranggotakan pekerja seperti Pegawai Negri Sipil (PNS), maupun

Pekerja Swasta. Bagi peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja, maka

pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja, instansi, atau perusahaan

dengan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mendaftar sebagai peserta tenaga kerja dalam hubungan

kerja, maka pihak pemberi Kkerja dan tenaga Kkerja perlu

mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan berikut ini:

a.

Fotokopi atau salinan dan dokumen asli Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP).

Fotokopi atau salinan dan dokumen asli NPWP Perusahaan.
Fotokopi atau salinan dan dokumen asli Akta Perdagangan
Perusahaan.

Fotokopi atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-
masing karyawan.

Fotokopi atau salinan Kartu Keluarga (KK) masing-masing
karyawan.

Pas foto berwarna karyawan dengan ukuran 2 x 3 sebanyak 1

lembar.
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Cara pendaftarannya dilakukan oleh perusahan secara online

melalui situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Langkah-langkahnya

sebagai berikut:

a. Membuka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id:;

b. KIlik Daftarkan Saya;

c. Pilih Perusahaan Pemberi Kerja;

d. Melakukan Registrasi Perusahaan melalui email;

e. Memasukan Data Persusahaan;

f.  Memilih Paket Program Jaminan yang diinginkan;

g. Memasukan Data Diri Tenga Kerja;

h. Melakukan Pembayaran;

i. Tahap terakhir mengambil Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan di

kantor Cabang terdekat.

Peserta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Peserta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja mandiri

seperti freelancer atau pengusaha tanpa badan usaha.

Untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

pekerja perlu mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Surat izin usaha dari kelurahan setempat.
b. Fotokopi atau salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-

masing pekerja.


http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
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c. Fotokopi atau salinan Kartu Keluarga (KK) masing-masing
pekerja.

d. Pas foto berwarna masing-masing pekerja dengan ukuran 2 x 3
sebanyak 1 lembar.

Cara pendaftarannya dapat dilakukan dengan datang langsung ke
kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan melampirkan dokumen-
dokumen diatas selanjutnya pihak BPJS ketenagakerjaan memberikan
formulir Pendaftar untuk setiap masing-masing Program Jaminan yang
diinginkan setelah selesai diisi pekerja diwajibkan membayar iuran
program jaminan di bank BNI terdekat dan tahap terakhir pekerja
mendapatkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Atau bisa juga
mendaftarkan  diri  secara  online  yaitu  melalui  situs

www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Langkah-langkah pendaftaran online

sebagai berikut:

a. Membuka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id:;

b. Klik Daftarkan Saya;

c. Pilih Individu Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU);

d. Memasukan Informasi Pekerja;

e. Memilih Program Jaminan yang diinginkan;

f. Memasukan Data Diri Pekerja;

0. Melakukan Pembayaran;

h. Tahap terakhir mengambil Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan di

kantor Cabang terdekat.


http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
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PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Keja

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun yang berlangsung selama
40 hari kerja, praktikan ditempatkan pada unit Pelayanan namun praktikan
juga ikut membantu unit Keuangan dan TI. Berikut di bawah ini
merupakan tugas-tugas yang dikerjakan praktikan :

1. Membuat Penetapan Jaminan menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK).

2. Melakukan Back Up data Penetapan Jamaninan menggunakan aplikasi
Microsoft Excel.

3. Membuat Voucher Pembayaran Jaminan menggunakan aplikasi Sistem
Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK).

B. Pelaksanaan Kerja
Pada hari pertama praktikan terlebih dahulu diberikan pengarahan

olen Saofi Ayu selaku staf Bidang Umum dan SDM. Selanjutnya
praktikan diperkenalkan kepada pegawai-pegawai yang terdapat di bagian
pelayanan dan keuangan-TI. Praktikan dibimbing terlebih dahulu oleh
mentor sebelum mengerjakan tugas-tugas yang di berikan oleh pegawai.
Dalam pelaksanaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun

praktikan harus memahami dokumen-dokumen yang digunakan selama
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PKL. Praktikan di tuntut memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup
dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

Praktikan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (SIJSTK) dalam mengerjakan tugas setiap harinya. SIJISTK
merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk
meningkatkan pelayanan peserta BPJS dan juga digunakan oleh karyawan
BPJS Ketenagakerjaan untuk mengerjakan kegiatan operasional pada
setiap masing-masing unit kerja.

Berikut di bawah ini merupakan tugas-tugas yang diberikan kepada
praktikan selama melakukan kegiatan PKL di BPJS Ketenagakerjaan
Rawamangun:

1. Membuat Penetapan Jaminan Menggunakan Aplikasi Sistem
Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK)

Praktikan di tempatkan pada bagian Penata Madya Jaminan Hari
Tua dan Jaminan Pensiun, setiap harinya praktikan diberikan tugas
membuat penetapan jaminan sosial menggunakan aplikasi Sistem
Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Tujuan membuat
Penatepan Jaminanan ialah untuk mementukan besaran pembayaran
jaminanan berdasarkan akumalasi iuaran yang telah dibayar oleh
Peserta BPJS Ketenagakerjaan di tambah hasil pengembangannya.
Dasar dalam pembuatan penetapan jaminan ialah dokumen pengajuan
Jaminan Hari Tua dan dokumen pengajuan Jaminan Pensiun, dokumen

tersebut praktikan terima dari bagian Customer Service Oficer (CSO).
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Berikut dibawah ini merupakan isi dari dokumen masing-masing

pengajuan jaminan:

1. Dokumen Pengajuan Jaminan Hari Tua

a.

b.

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan asli;

Mengisi Formulir 5;

Fotocopy KTP atau Paspor yang masih berlaku dengan
menunjukkan yang asli;

Fotocopy Surat keterangan berhenti kerja dari perusahaan
dengan menunjukkan yang asli, disertai dengan  surat
keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja;
Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan
menunjukkan yang asli;

Fotocopy rekening tabungan jika pembayaran dilakukan

melalui transfer.

2. Dokumen Pengajuan Jaminan Pensiun

a.

b.

C.

d.

Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Peserta mengisi formulir Pembayaran Jaminan Pensiun (F7);
Fotocopy identitas diri peserta KTP dengan menunjukkan yang
asli;

Fotocopy Kartu Keluarga dengan menunjukkan yang asli.

Setelah menerima dokumen diatas selanjutnya Praktikan membuat

Penetapan Jaminan menggunakkan Aplikasi Sistem Jaminan Sosial
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Tenaga Kerja (SIUSTK). Berikut dibawah ini merupakan langkah-

langkah Pembuatan Penetapan Jaminan :

a.

b.

Membuka SIJSTK menggunakan mozilla firefox;

Memasukan User ID dan Password yang diberikan oleh staf
pelayanan;

Setelah masuk ke SIJSTK User memasukan nomor klaim peserta
jaminan;

Selanjutnya User melakukan proses klaim dengan membuat
penetapan jaminan; (Lampiran 5 Halaman 45)

Kemudian muncul nama penerima jaminan selanjutnya user
melakukan verifikasi dokumen dengan memasukan data penerima
jaminan kedalam SIJSTK;

Setelah melakukan verifikasi dokumen user membuat cetak prin
out penetapan jaminan. (Lampiran 6 Halaman 47)

Alur dokumen:

Customer Service

Dokumen R
Pengajuan Jaminan Penata Madya JHT dan JP

Membuat Penetapan
Jaminan

Prin Out Penetapan
Jaminan
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2. Melakukan Back Up Data Penetapan Jamaninan Menggunakan
Aplikasi Microsoft Excel

Setelah membuat penetapan jaminan praktikan melakukan Back Up
data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk memastikan penetapan Jjaminan yang dibuat oleh
praktikan mempuyai data soft copy yang nantinya dapat digunakan
kembali oleh praktikan apabila terjadi kerusakan, kehilangan maupun
untuk sekedar melihat penetapan jaminan yang terjadi pada masa lalu.
Dasar dari pembuatan Back Up data ini adalah prin out penetapan
jaminan.

Berikut dibawah ini merupakan langkah-langkah Back Up data :

a. Membuka Microsoft Excel,

b. Membuat format tabel jaminan sesuai dengan arahan mentor;

c. Memasukan data penetapan Jaminan Hari Tua dan Jaminan

Pensiun; (Lampiran 7 Hal 48)

d. Melakukan Save data.

3. Membuat Voucher Pembayaran Jaminan Menggunakan Aplikasi
Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK).

Praktikan ikut membantu bagian Penata Madya Keuangan dalam
pembuatan voucher jaminan menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK). Tujuan dari kegiatan ini untuk
melakukan pembayaran jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan

berdasarkan iuaran yang dibayar setiap bulanya. Dasar dari kegiatan
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ini adalah prin out Penetapan Jaminan yang sudah dibuat oleh

Praktikan dan dokumen dari Custumer Service Officer (CSO).

Berikut dibawah ini merupakan langkah-langkah pembuatan voucher

pemabayaran jaminan:

a. Membuka SIJSTK menggunakan Mozilla Firefox;

b. Memasukan User ID dan Password yang diberikan oleh kepala staf
bagian keuangan;

c. Kemudian praktikan memilih Petugas Pembukuan Kantor Cabang;

d. Setelah masuk ke sistem praktikan mengklik CORE SIJSTK;

e. Kemudian mengklik entri pembayaran jaminan; (Lampiran 8
Halaman 50)

f.  Terakhir praktikan mengklik Bayar dan membuat cetak prin out
voucher Pembayaran Jaminan. (Lampiran 9 Halaman 51)

Alur dokumen:

Customer Service

A 4

Dokumen Penata Madya JHT dan JP

Pengajuan Jaminan |

Membuat Penetapan
Jaminan

Prin Out Penetapan Penata Madya
Jamianan keuangan

A 4

Pembayaran
Jaminan

Prin out Vocher
Pemabayaran
Jaminan
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Untuk Alur Proses Kerja Bpjs Ketengakerjaan dapat dilihat di

lampiran 10 halaman 55.

C. Kendala Yang Dihadapi

Selama melakukan kegiatan PKL di BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun
Jakarta Timur praktikan mengalami berbagai macam kendala yang
menghambat kegiatan kerja. Berikut kendala yang di hadapi praktikan :

1. Kinerja wifi kantor pada bagian pelayanan dan keuangan terkadang

tidak stabil menyebabkan seluruh kegiatan operasional terhenti.

2. Komputer yang digunakan praktikan terkadang macet sehingga perlu

dilakukan restart ulang, data back up Microsoft Excel yang belum di

save ikut hilang.

D. Cara Mengatasi Kendala
Adapun cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah :
1. Memanggil bagian Tl untuk memperbaiki jaringan wifi dan kemudian
menunggu jaringan normal kembali.
2. Praktikan melakukan save data setiap 10 data berkas pentapan jaminan

dimasukan kedalam tabel Microsoft Excel.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Selama melakukan PKL di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang

Rawamangun, penulis mendapatkan pengalaman yang baru dan
pengetahuan di BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun khususnya pada
bagian pelayanan dan Keuangan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang
praktikan dapatkan dari kegiatan PKL adalah sebagai berikut :

1. Praktikan menapatkan ilmu dalam penggunaan aplikasi Sistem
Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK) yang digunakan
untuk membuat penetapan jaminan tenaga kerja pada bagian
pelayanan.

2. Praktikan mengetahui pencatatan juranl umum pada setiap klaim yang
terjadi dalam pembuatan voucher jaminan menggunakan aplikasi
Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK) pada bagian
keuangan.

3. Praktikan belajar untuk lebih teliti dan cekatan, karena pada saat
merekap berkas penetapan jaminan terkadang prin out penetapan
jaminan sering sekali lebih dari satu sehingga berkas-berkas tersebut
perlu di periksa lebih teliti lagi.

4. Praktikan mendapatkan pelajaran dalam memanfaaatkan waktu yang

baik agar pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya.
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B. Saran
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1. Saran Bagi Praktikan

a.

b.

Praktikan harus lebih disiplin terhadap waktu dan penampilan;
Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik
maupun keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL,;
Praktikan harus lebih aktif dalam menjalankan tugas yang di
kerjakan;

Praktikan harus belajar mengetahui dunia kerja supaya memiliki

keterampilan sesuai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

2. Bagi Universitas Negri Jakarta

a.

b.

Memberikan gambaran awal sebelum melakukan PKL,;
Mempercepat pembuatan surat permohonan PKL di BAAK UNJ
supaya praktikan tidak menunggu lama untuk pembuatan surat;
Universitas Negri Jakarta menjalin kerja sama yang baik dengan
instansi pemerintah maupun perusahaan swasta agar proses

pelaksaan PKL dapat berjalan dengan baik di kemudian hari.

3. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun

a.

d.

BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun agar terus meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat;

Terus meningkatan kinerja pegawainya,

Memperbaiki fasiltas komputer dan jaringan wifi agar kegiatan
operasional kerja semakin baik;

Meningkatkan kedisiplinan para pegawainya;
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e. Terus memberikan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas jasa

BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun.
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Lampiran 1. Surat Permohonan Pelaksanaan PKL

Sumber : Gedung Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

Universitas Negri Jakarta



Lampiran 2. Penilaian PKL

Sumber : Fakultas Ekonomi Negri Jakarta
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Lampiran 3. Daftar Hadir PKL

Sumber : Fakultas Ekonomi Negri Jakarta



43

Sumber : Fakultas Ekonomi Negri Jakarta
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Sumber : Fakultas Ekonomi Negri Jakarta



Lampiran 4. Struktur Organisasi

Kepala Kantor Cabang

45

Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang
Pemasaran Keuangan dan TI Pelayanan Pemasaran Informal Umum dan SDM

-Staff -Staff -Staff -Staff -Staff
Marketing Officer Penata Madya Penata Madya Penata Madya Penata Madya
(MO) Keuangan JHT dan JP Pemasaran Bukan SDM
-Staff -Staff -Staff Penerima Upah -Staff
Relationship Officer Penata Madya TI Penata Madya (BPU) Penata Madya
(RO) JKK dan JKM Umum
-Staff -Staff
Penata Madya Customer
Administrasi Service Officer

(CS0O)

Sumber : Diolah ole Penulis
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Lampiran 5. SIJSTK Penetapan Jaminan

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun



Lampiran 6. Voucher Penetapan Jaminan JHT
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Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun
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Lampiran 7. Back Up Data

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun
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Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun



50

Lampiran 8. SIJSTK Pemabayaran Jaminan

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun



Lampiran 9. Voucher Pembayaran Jaminan

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun
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Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun
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Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Rawamangun
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Lampiran 10. Alur Proses Kerja BPJS

Bagian Pelayanan

A

Membuat Voucher

Penetapan Jaminan

A

Back Up Data

A

Membuat Voucher
Pemabayaran Jaminan

Bagian Keuangan

Sumber : Diolah Oleh Penulis

A




Lampiran 11. Log Harian
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No Hari/Tanggal Pekerjaan Mentor
1 Senin/10 Juli Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
2 Selasa/11 Juli Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
3 Rabu/12 Juli Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
4 Kamis/13 Juli Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
5 Jumat/14 Juli Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Pemabayaran
Jaminan
6 Senin/17 Juli Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
7 Selasa/18 Juli Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Penetapan

Jaminan & Back
UP data
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Rabu/19 Juli

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

Kamis/20 Juli

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

10

Jumat/21 Juli

2017

Membuat
Voucher
Pemabayaran
Jaminan

Dwita Indriani

11

Senin/24 Juli

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

12

Selasa/25 Juli

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

13

Rabu/26 Juli

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

14

Kamis/27 Juli

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

15

Jumat/28 Juli

2017

Membuat
Voucher
Pemabayaran
Jaminan

Dwita Indriani
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16

Senin/31 Juli

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

17

Selasa/l Agustus

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

18

Rabu/2 Agustus

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

19

Kamis/3 Agustus

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

20

Jumat/4 Agustus

2017

Membuat
Voucher
Pemabayaran
Jaminan

Dwita Indriani

21

Senin/7 Agustus

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

22

Selasa/8 Agustus

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

23

Rabu/9 Agustus

Membuat
Voucher
Penetapan

Dwita Indriani
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2017 Jaminan & Back
UP data
24 Kamis/10 Membuat Dwita Indriani
Voucher
Agustus 2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
25 Jumat/11 Membuat Dwita Indriani
Voucher
Agustus 2017 Pemabayaran
Jaminan
26 Senin/14 Agustus Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
27 Selasa/15 Membuat Dwita Indriani
Voucher
Agustus 2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
28 Rabu/16 Agustus Membuat Dwita Indriani
Voucher
2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
29 Kamis/17 Libur Dwita Indriani
Agustus 2017
30 Jumat/18 Membuat Dwita Indriani
Voucher
Agustus 2017 Pemabayaran
Jaminan
31 Senin/21 Agustus Membuat Dwita Indriani
Voucher

Penetapan
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2017

Jaminan & Back
UP data

32

Selasa/22

Agustus 2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

33

Rabu/23 Agustus

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

34

Kamis/24

Agustus 2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

35

Jumat/25

Agustus 2017

Membuat
Voucher
Pemabayaran
Jaminan

Dwita Indriani

36

Senin/28 Agustus

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

37

Selasa/29

Agustus 2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

38

Rabu/30 Agustus

2017

Membuat
Voucher
Penetapan
Jaminan & Back
UP data

Dwita Indriani

39

Kamis/31

Membuat
Voucher

Dwita Indriani
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Agustus 2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
40 Jumat/1 Libur Dwita Indriani
September 2017
41 Senin/4 Membuat Dwita Indriani
Voucher
September 2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
42 Selasa/5 Membuat Dwita Indriani
Voucher
September 2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
43 Rabu/6 Membuat Dwita Indriani
Voucher
September 2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
44 Kamis/7 Membuat Dwita Indriani
Voucher
September 2017 Penetapan
Jaminan & Back
UP data
45 Jumat/8 Membuat Dwita Indriani
Voucher
September 2017 Pemabayaran
Jaminan

Sumber ; Data Diolah Oleh Penulis




